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PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Dp
.‘u'l w
&z f 1) (.,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 00 0000, agama Islam,

pekerjaan xxx xxxxX Xxxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di Lingkungan Doroto'l I,
XXXXXX  XXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXK, XXXX XXXXXX,
XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX,

sebagai Pemohon I;
melawan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bugis Sape, ...12 November
2006, Agama Islam, pekerjaan Mengusus
rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di ...Lingkungan Dorotoi, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXKK XXXXX, XXXXXKXKK XXXXX

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah
mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxx dengan register perkara Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Dp tanggal 13
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November 2024 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah,
dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023, para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Ayah
Pemohon Il yang bernama Hamade dengan dua orang saksi nikah yang
bernama Rahman dan Hermansyah dengan mahar berupa
seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
Perjaka dan Pemohon Il berstatus perawan dan selama pernikahan
tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para
Pemohon tersebut serta tidak pernah bercerai dan selama itu pula para
Pemohon tetap beragama Islam;
4, Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan
tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang
anak perempuan yang bernama: Selin Putri Mufidah (2 bulan);
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan
akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh
Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah
untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran dan pengurusan
dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cd. Majelis hakim yang memeriksa
perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cg. Majelis hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1)

dengan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal
tanggal 01 Juli 2023 di XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 271/Pdt.P/2024/PA.Dp tanggal 14 November 2024 dan 10
Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon | dan Pemohon I,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka
sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (serratus empat puluh

lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024
M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Ahmad Imron,
S.H.l., M.H. sebagai ketua majelis, Jauharil Ulya, S.H.l., M.Sc dan Faiz Amrizal
Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
H. Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri
Pemohon dan Termohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.l., M.Sc Ahmad Imron, S.H.l., M.H.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran : 30.000
b. Panggilan pertama para Pihak 20.000
c. Redaksi : 10.000
2. Biaya Proses : 75.000
3. Biaya Panggilan : 0
4. Meterai : 10.000
Jumlah : 145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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